
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,

PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten  Kudus  Nomor  2 Tahun  2015 tentang  Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Desa dan
masyarakat Desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya,
telah diundangkan Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  36  Tahun
2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Kudus  Nomor  2 Tahun  2015 tentang  Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa;

b. bahwa  pengaturan  mengenai  kewenangan  Pelaksana  Tugas
Sehari-hari Kepala Desa belum diatur dalam  Peraturan  Bupati
Kudus  Nomor  36  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  2 Tahun  2015
tentang Pencalonan,  Pemilihan,  Pengangkatan,  Pelantikan, dan
Pemberhentian  Kepala  Desa maupun  peraturan  perundang-
undangan yang lebih tinggi, sehingga guna mengatasi persoalan
konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,
perlu  dilakukan  diskresi  terhadap  pengaturan  mengenai
kewenangan Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai
Pejabat  Pemerintahan memiliki  hak  menggunakan  diskresi
sesuai dengan tujuannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  157,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  2 Tahun  2015
tentang  Pencalonan,  Pemilihan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan
Pemberhentian  Kepala  Desa  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Kudus  Tahun  2015 Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
BUPATI  KUDUS  NOMOR 36  TAHUN 2015  TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  KUDUS
NOMOR  2  TAHUN  2015  TENTANG  PENCALONAN,  PEMILIHAN,
PENGANGKATAN,  PELANTIKAN,  DAN  PEMBERHENTIAN  KEPALA
DESA.
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Pasal  I

Di antara Pasal 158 dan Pasal 159 Peraturan Bupati Kudus Nomor
36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten  Kudus  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2015  Nomor  36)
disisipkan  1  (satu)  pasal  yakni  Pasal  158A,  sehingga  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 158A

(1) Perangkat  Desa  yang  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2)
bertindak sebagai  Pelaksana  Tugas  Sehari-hari  (Plt.)  Kepala
Desa.

(2) Plt.  Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
melaksanakan tugas-tugas  rutin  harian Kepala  Desa  dalam
memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  tidak
diperkenankan mengambil  kebijakan yang  bersifat  strategis,
kecuali dalam hal keadaan mendesak, Plt. Kepala desa dapat:
a. menetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa beserta pelaksanaannya;
b. menetapan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan

Penghasilan beserta pelaksanaannya;
c. melelangan tanah Kas Desa;
d. menetapan swadaya/partisipasi masyarakat yang berasal

dari iuran;
e. menetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
f. memberhentian Perangkat Desa yang meninggal dunia dan

habis masa jabatannya; dan
g. mengesahan  kepengurusan Lembaga  Kemasyarakatan

Desa.

(3) Pelaksanaan  pengambilan  kebijakan  yang  bersifat  strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dikonsultasikan
lebih dahulu kepada Camat di wilayah kerjanya.

(4) Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin harian Kepala Desa
dan mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Plt. Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

3



 

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 18
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